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Tulisan ini menganalisis bagaimana konsepsi pelaksanaan paten oleh pemerintah yang

diterapkan dalam pengaturan Paten, ketika suatu paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan
negara dilaksanakan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden. Kemampuan membangun serta
mengembangkan teknologi pertahanan dan keamanan sangat penting, bilainvensi yang berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan negara akan mengakibatkan pemegang paten tidak dapat mel aksanakan hak
ekdlusifnya, dan terdapat frasa proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negaralainnya. Dalam
perkembangan berikutnya, alasan pertimbangan dalam memutus jumlah imbalan yang wajar atas

pel aksanaan paten oleh pemerintah menjadi problematika. Lebih lanjut penelitian yang berfokus
memberikan perlindungan terhadap inventor dan/atau pemegang paten untuk invensi maupun paten yang
dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena begitu pentingnya pemahaman terkait konsepsi pelaksanaan
paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, serta alasan
pertimbangan dalam memutuskan imbalan yang wajar kepada pemegang paten, maka penelitian yang
bersifat doktrinal diarahkan untuk mencari pemecahan permasalahan dan memberikan pemahaman. Setelah
melakukan penelitian pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan
dan keamanan, terdapat beberapa syarat bila pemerintah ingin melaksanakan paten berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan negara, tidak dapat melaksanakan hak eksklusif bukan berarti menghilangkan hak
karena pemegang paten tetap berhak untuk mengajukan gugatan atas adanya pelanggaran yang dilakukan
oleh pemerintah atas paten miliknya. Selain itu terkait dengan imbalan yang wajar harus dilaksanakan
dengan negosiasi hipotetis antara pemerintah dan pemegang paten.

...... This paper analyzes how the concept of government use of patent is applied in Patent regulations, when
patents related to nation defense and security are implemented by the government through Presidential
Regulations. The ability to build and develop defense and security technology becomes very important,
when an invention related to national defense and security will result in the patent holder being unable to
exercise his exclusive rights, and the phrases other processes and/or apparatus for the defense and security of
the State. In further devel opments, the reasons for consideration in deciding the amount of reasonable
remuneration for the government use of patent become problematic. Further research is focused on
providing protection to inventors and/or patent holders for inventions and patents implemented by the
government. Given the importance of understanding the concept of patent implementation by the
government for patents related to defense and security of the state, as well as the reasons for consideration in
deciding reasonable compensation to patent holders, doctrinal research is directed at finding solutions to
problems and providing understanding. After conducting research on the government use of patent on patent
rights related to national defense and security, there are several conditionsif the government wants to
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implement patent rights related to national defense and security, cannot exercise exclusive rights does not
mean eliminating rights because the patent holder still has the right to file alawsuit for violations committed
by the government on its patent rights. In addition, the provision of reasonable remuneration must be carried
out through hypothetical negotiations between the government and the patent holder.



